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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR     15    TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI

 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009
BUPATI BANTUL,

	Menimbang  : 
	a. 
	bahwa untuk mendukung percepatan program penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Bantul; 



	
	b.  
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009; 



	Mengingat   : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	5. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


	
	6.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


	
	7.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;


	
	8.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;


	
	9.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008  tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



	
	10.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



	Memperhatikan :
	1.
	Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.175/MENKO/KESRA/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, perihal : Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLN-PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009;


	
	2.
	Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/selaku Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri Nomor B. 20066/KMK/D.VII/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal Daftar Lokasi dal Alokasi BLM. PNPM. Mandiri T.A. 2009;


	
	3.
	Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/5137/PMD tanggal 11 Desember 2008 perihal Pelaksanaan PNPM Madiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.


MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini. 



	KEDUA
	:
	Tugas Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi :
1. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Bantul;

2. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan semua instansi terkait untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;dan
3. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan.

b. Sekretariat Tim Koordinasi bertugas membantu Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di bidang kesekretariatan.


	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.


	KELIMA
	:
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. : 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY;

4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR              TAHUN 2009
TANGGAL
SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1.
	Penanggung jawab
	Bupati Bantul

	

	2.
	Pembina
	Wakil Bupati Bantul


	

	3.
	Pengarah
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Bantul

3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
 
	

	4.
	Ketua Pelaksana
	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul

	

	5.
	Sekretaris
	1. Ka.Sie UED dan Pendayagunaan TTG PMD Kabupaten Bantul

2. Ka.Sie Kesra Bappeda Kabupaten Bantul


	

	6.

	Anggota


	1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
2. Kepala DPKAD Setda. Kabupaten Bantul

3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul

4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul

5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul

6. Ka.Bid Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bantul

7. Ka.Su.Din Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

8. Ka.Sub.Din Bina Program Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

9. Ka. Bid Bina Program Dinas Pendidikan Menengah dan non formal Kabupaten Bantul

10. Ka.Sub.Bag Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

11. Kepala KPPN Yogyakarta

12. Camat Imogiri

13. Camat Dlingo

14. Camat Piyungan

15. Camat Kretek

16. Camat Pajangan

17. Lurah Desa Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.
	


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR              TAHUN 2009
TANGGAL
SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1.
	Ketua
	Ka.Sie UED dan Pendayagunaan TTG Kantor PMD Kabupaten Bantul

	

	2.
	Wakil Ketua
	Ka.Sie Ketahanan Masyarakat Desa Kantor PMD Kabupaten Bantul


	

	3.
	Sekretaris
	Ka.Sub.Bag Tata Usaha Kantor PMD Kabupaten Bantul


	

	4.
	Wakil Sekretaris
	Ka.Sub.Bag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul

	

	5.
	Anggota


	1. Unsur Inspektorat Kabupaten Bantul
2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul

3. Ka.Bid KS/PK BKK Kabupaten Bantul
4. Ka.Sub.Bag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul

5. Unsur DPKAD Setda Kabupaten Bantul

6. Unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul
	Drs. Suwardi
Suprapto

Dra. Sri Hudani

Mundakir

1. Sriningsih

2. Agus Akhmadi

3. Sylvi Kusumaningtyas, S.Sos

4. Agus Wimbaryono


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 
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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    16    TAHUN 2009
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA (SATKER) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009
BUPATI BANTUL,

	Menimbang  : 
	a. 
	bahwa untuk memperlancar pelaksanaan administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Bantul dalam melakukan pencairan dan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker); 



	
	b.  
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009; 



	Mengingat   : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



	
	2.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;



	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	5. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


	
	6.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;


	
	7.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;


	
	8.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;


	
	9.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008  tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



	
	10.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



	Memperhatikan :
	1.
	Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B.175/MENKO/KESRA/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, perihal : Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLN-PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009;


	
	2.
	Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/selaku Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri Nomor B. 20066/KMK/D.VII/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal Daftar Lokasi dal Alokasi BLM. PNPM. Mandiri T.A. 2009;


	
	3.
	Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor 414.2/5137/PMD tanggal 11 Desember 2008 perihal Pelaksanaan PNPM Madiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 



	KEDUA
	:
	Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
b. menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

c. melakukan pembayaran melalui bendahara pengeluaran PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;dan
d. membuat laporan bulanan kepada Bupati Bantul.



	KETIGA
	:
	Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.



	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.



	KELIMA
	:
	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (Satker) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



	KEENAM
	:
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. : 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY;

4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR              TAHUN 2009
TANGGAL
SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN 

SATKER PNPM-MP TAHUN ANGGARAN 2009
	NO.
	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN SATKER
	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1.
	Kuasa Pengguna Anggaran
	Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul

	Susanto, SH.MM
NIP. 490024754

	2.
	Pejabat yang menandatangani SPM
	Ka.Sie Ketahanan Masyarakat Desa Kantor PMD Kabupaten Bantul

	Sutaryo
NIP. 160013789

	3.
	Bendahara Pengeluaran
	Unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul

	Sri Sudiyati
NIP. 010247295

	4.
	Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kabupaten
	Ka.Sie UED dan Pemberdayaan TTG Kantor PMD Kabupaten Bantul

	Suripto, STP
NIP. 070007860

	5.
	Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kecamatan Imogiri


	Ka.Sie Ekobang Kecamatan Imogiri


	Yulius Suwarno
NIP. 010175684

	6.
	Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kecamatan Piyungan


	Ka.Sie Ekobang Kecamatan Piyungan


	Roy Robert Ediso Bone, AP
NIP. 010244076

	7.
	Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kecamatan Dlingo


	Ka.Sie Ekobang Kecamatan Dlingo


	Drs. Bangun Rahino
NIP. 130005413



	8.
	Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kecamatan Pajangan


	Ka.Sie Ekobang Kecamatan Pajangan


	Gonel Sudarmi, SH
NIP. 010253575

	9.
	Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kecamatan Kretek

	Ka.Sie Ekobang Kecamatan Kretek

	Suyamto, Sos
NIP. 010224520


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 
